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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 145 TAHUN 2010
TENTANG

PELAKSANAAN LAPORAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS (BUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Peraturan Gubemur Noemor 2 Tahun 2008 tentang Patuniuk

Pelaksanaan Pelaporan Kolamadya/abupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan khusu-nyva pelaporan Kelurahan sudah
fidak sesuai dengan ‘ugas dan fungsi Kelurshan sebagaimana
diatur dalam Peraluran Gubemur Nomor 147 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan:

. bahwa berdasarkan pordimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pelaksanaan
Laporan Keuangar;

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1098 teniang Penyelenggara

Negara yang Baik dan Bebas dari Korupst, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahlun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundanc-uadanaan

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan

Daerah, sebagaimana (oizh diubnh beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

. Undang-Undang Nomecr 29 Tahun 2007 tentang Pemerintaban

Provinsi Daerah Khusee hukota akarta sebagai Ibukota Negara
Hesatuan RepublX Irdonesa;

. Peraturan Pemerinitah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan

Keuangan Daerah;



Menetapkan

10.

"

12

13.

14.

L

Peraturan Pemenniah Nomor 73 Tahun 2005 {entang Kelurahan,

. Peraturan Pemerintali Nomor & [ahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pamerintah;

Peraturan Menteri Dulam Nege Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolazn Keuangan Jnerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mrnterd Dalam Negeri Namar 58 Tahun 2007,

Peraturan Daerah Nomor 5 Tzhun 2007 lentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Meomor 10 “ahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerzh;

Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja I{ecamatan;

Peraturan Gubemur Momor 147 Tahun 2002 t=ntang Organisasi
dan Tata Kena Kelurzhan;

Keputusan Gubernur Nomor 352/2004 tentang Klasifikasi dan Tata
Cara dan Penyimpancn Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Keputusan Gubermnur Nomor 6 Tzhun 2004 tentang Pecdoman
Pelaporan di Lingkungan Pemecrntah Propinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta;

MEMUTUS'AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN LAPORAN
KELURAHAN.

BAS |
KETENTUAN UMUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubermnur ini yang d/maksud dengan :

1.

/3

Daerah adalah Provinsi Daersh Khusus Ibukota Jakaria,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemzrintahan daerah.

Gubemur adalah Kep='2 Dseraly Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta,

Kota/Kabupaten Administrasi adaiah Kota/Kabupaten Administrasi
di Provinsi Daerzh Khusus lbukots Jakarta.



10.

11.

12

13.

Walikola/Bupati adalah Walike'2/Bupati pada Kota/Kabtupaten
Administrasi,

Bim Tata Pemenntzhon adalsh Ero Tal Pemenntahan Sekretariat
Daerah Provinsi Daer=h Khusus bukots Jakarta,

Kecamalan adalah Kezamatan ¢ FProvinsi Deernh Khusus Ibukota
Jakarta,

Camat adalah Camai i Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta.

Kelurahan adalah Kelurahan di Provins: Daerah Khusus |bukota
Jakaria.

Lurah adalah Lurah di Provinsi Deerah Khusus lbukota Jakarta.

Satuan Kerja Peranciat Daersy (SKPDYUnit Kera Perangkat
Daerah (UKPD) terkat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerzh
(SKPDYUnit Kerja Ferangkat Dzerah (UKPD) Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakaria yang terkait dengan pelaksanaan Laporan
Kelurahan.

Laporan Kelurahan zdalah Naskah dinas yang merupakan alat
pembentahuan atau 2l2t pertangoungiawaban dan pejabat bawah
kepada atasan dan/ziau dan Lursh kepada Camat, Walikota/
Bupati, Gubemur seria Satuan Kena Perangkat Daerah yang
membutuhkan, disusun secara langkap, sistematis dan kronologis.

Pelaporan adalzh =egiaten ntuk menvampalkan  laporan
Kelurahan.

TAR 1|
|LAPORAN KELURAHAN
Bagian Kesalu
Klasifikasi Laporan

Pasal I

Laporan Kelurahan diklasiikasikan berdasarkan

a.

Waktu :

1. Laporan Berkaln, dan
2. Laporan Insidental.

Ruang Lingkup :

1. Laporan Ekstemal; dan
2. Laporan Internal,



¢. Bentuk :
1. Nota dinas;

2. Surat: dan
3. Buku.

Bagian Kedua
iasifikas Wakiu
Pasal 3

Laporan Berkala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a angka 1 terdin dar

a. Laporan Bulanan Kelurahan yattu laporan yang dibuat dan
disampaikan dalam kurun wakliu 1 (s3tu) bulan; dan

b. Laporan Tahunan Kelurahan vaitu laporan yang dibuat dan
disampaikan dalam kurun waktu 1 (satu) lahun, yang merupakan

rangkuman laporan bulanan dari bulan pertama sampai dengan
bulan keduabelas

Pasal 4

Laporan Insidental Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a angka 2 terdiri dari -

a. Laporan Insidental Kelurahan Atas Permintaan yaitu ;
1. Laporan yang dibuct atas permnintzan Camat, Walikota/Bupati,
Gubemur danfatav Satuan llena Peranckat Daerah yang
memeriukan; dan

2. Laporan yang cdhuat atas pemmintaan Lurah kepada
bawahannya.

b. Laporan Insidental Kelurahan Tidal Atas Permintaan yaitu :
Laporan yang dibuat Lurah danstau bawahannyz atas suatu
kegiatan dan kejadian di Kelurahan vang bersifat force majeure
(kejadian mendadak) antara lan seperii bencanz kebdakaran,
bencana banjir dan kejcdian luar biasa

Bagian Ketliga
Klasilikasi Ruang Lingkup

Pasal b

Ruang lingkup laporan lnlurahan sebagaimana dimaksud calam
Pasal 2 huruf b terdiri dan .

1. Laporan Eksternal, vaily laporan yang dibuat dari Lurah kepada
atasan dan/atau Sniian  Kerin  Perangkat Daersh yang
memerlukan/meminta; <2~



2. Lapotan Internal, yaitv laporan yero dibuat dan bawzhan kepada
atasan dalem Kelurahan

Bagian Keampat
IKasifikasi Dentuk
Fasal b

Bentuk Laporan Kelurahzn sebagaimera dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢ terdiri dari

a. Laporan daiam bentuk Nota Dinas, dicunakan untuk !aporan yang
pendekisingkat yang memuat pook-pokok bahasan dan diakhin
dengan kesimpuian atsu szron, Yournakan untuk laporan secara
internal.

b. Laporan dalam bentuk Surat digunakan untuk laporan yang lebih
panjang, maksimal 2 (liga) hale:nen, digunakan untuk laporan
eksternal; dan

c. Laporan dalam bentuk Buku digurakan untuk laporan yang sangat
panjang dan flerinci yvang diserial dengan kronoiogis serla
dilengkapi lampiran dicunakan uniuk [anoran ekstemal.

BAB 11
PEMBUATAN | APORAN
Pasal 7

(1) Para Kepala Seksi Kelurahan berkoewapban menyampakan laporan
hasil pelaksanaan tugas secara nternal sebasaimana dimaksud
dalam Pasal 2 hunsf b angka 2 kepada Lurah melalui Sekretaris
Kelurahan secara berkala mauoun nsidental dalam bentuk nota
dinas atau surat

(2) Sekretanis Kelurahan menghimpun hasil laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7)) untuk dicusun menjadi Laporan Berkala
Kelurahan yang terdii darl Laporan Bulanan Kelurahan dan
Laporan Tahunan Kelurahan maupun Laporan Insidental
Kelurahan.

(3) Laporan Berkala Kelurohan sebagasimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dalam bentuk buku sebac-imana dimaksud dzalam Pasal 2
huruf ¢ angka 3 dencan sistimitkxz dan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraluran Gubermur ini.

(4) Laporan Insidental Kclurahan sehagsimana dimaksud pada
ayat (2), dibuat batk untuk memsnuhi permintaan maupun tidak
atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 nhuruf o dan
huruf b.

{5) Laporan sebagaimans dimaksud padn ayat (4) dibuat dalam bentuk
surat.



(6) Lurah berlanggung . wz2b atas pembuatan Laporan Berkala
Kelurahan dan Laporan insidental | «<lurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan aya! (1)

BAB IV
WAKTU FENYAMP, IAN LAPORAN
Pasal 4

(1) Laporan Berkala Kelurahan yanc terdiri dan Laporan Bulanan
Kelurahan dan Laporan Tahunan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pas=l 3 disarmpakan kepada Camat dengan
tembusan kepada “Yoliko'2/Bur s, Gubemur up. Biro Tata
Pemerintahan dan Salian Kerja I 2rangkat Daerah terkait.

{2) Laporan Bulanan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan selambal-lambatnya 'anggal 10 bulan berikutnys.

(3) Laporan Tahunan Kelurahan seboqaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan selamba!-'ambatnys t7nogzl 10 bulan pertama tahun
benkutnya.

{4) Laporan Insidental Alas Permintaan sebagaimana dimaksud Pasal 4
huruf a disampaikan kepada yang memerlukan/meminta.

(5) Laporan Insidental Tidak Atas Peimintaan sebagaimana dimaksud
Pasal 4 huruf b wajb disampaikan kepada Camal dengan
tembusan Walikota/Buoati, Guber wur dan Satuan Kerna Perangkat
DaerahiUnit Kena Perungkst Da«en terkalt selambat-lambatnya
1 x 24 jam dan dapat didahuiui de . can tasoran lisan,

BAB YV
PEMBINA AN
Pasal -

{1) Tingkat Provinsi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan
Kelurahan yang dilaksanakan olsh Biro Tatza Pamenntahan
bersama Satuan Keriz Perangksl Daerah/Unit Kerja Perangkat
Caerah terkait.

{2) Tingkat Kota/Kabupaten Adminivirasi melokukan fasilitasi atas
pelaksanaan Laporan [{elurznan yang dilaksanakan oleh Bagian
Tata Pemerintahan barsams Satuan Kera Perangkat Daerah/Unit
Kerja Perangkat Daerali terkal,

(3) Tingkat Kecamaian elawukan bimbingan atas pelaksanaan
pelaporan Kelurshan yane diloisanakan oleh Kepala Seksi
Pemerintahan dan Kelonteramar den Xetertiban bersama Unit
Kerja Perangkat Daeral: terkait.



BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10
Biaya vang diperiukan untuk pelakcanzar Peraturan Gubemur ini,
dibebankan pada Anggar-n Pendapalan dan Belanja Daerah melalui

Dokumen Pelaksanaan fnggaran Satian Kerja Perangkat Daerah
(DPAISKPD) sebagaimans dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI
KETENTUAN “ENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Gubarnur ini mulsi berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Pelaporan
Kotamadya/Kabupaten Acministrasi, Kecamatan dan Kelurahan di
Provinsi Daersh Khusus Ibukota Jakarta, sepanjang yang mengatur
Laporan Kelurahan dicab:! dan dinya'akan tdak berlaku

Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulal beriaku pada tangaal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuini= memenntahkan pencundangan

Peraturan Gubemur ini dongan penemipatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus litkota Jakada

Ditetapkan di Jakarta
pada tangga! 20 Agustus 2010

GUBERNUS PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKQITA JAKARTA,

-

/ mpzl WO

Diundangkan di Jakarta I Ve
padatanggal 31 Aqustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

YAT
NIP 195104271972031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KH'ISUZ IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 131



Lampiran Fargturan Guoemur Provins: Daerah Khusus
ikota Jakuria

MNomor 14% TAHUN 2010
T‘:"ﬂgga! 20 Acustus 2010

SISTEMATIKA LAP CRAN KELLIRAHAN

Kata Pengantar
Daftar Isi
Petla Wilayah

BAB| PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum, Visi dan Misi
B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum
D.Data Potensi Kelurahan
Seksi Pemearintahan dan el enteramar (z2n Keterliban
Seksi Perekonomian
Seksi Prasarana dan Sarana
Seksi Kesejahteraan Masya-ckat

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
Seksi Pelayanan Umum

R el

BAB Il RENCANA KEGIATAN DAN HAS!. PELAKS NAAN KEGIATAN
A Rercana Kegiatan

1. Program sesuai Dokuman Pangguna Anagaran Kelurahan
2. Program dari Sumber Lain

B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Seksi Pemerintahan dan Tremtib

Seksi Perekonomian

Seksi Prasarana dan Sarana

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
Seksi Pelayanan Umum

it ol ! 3o

BAB Il MASALAH DAN PEMECAHAN

A.Masalah
B.Pemecahan

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan
B. Saran



PENJELASAN SISTEMAT! (A LAPOR AN KELURAHAN

Kata Pengantar, cukup jelas
Daftar Isi, cukup jelas

Peta Wilayah, cukup jelas
BABI PENDAHULUAN. menguraitan -

a. Dasar Hukum, Visi dan Misi

Yaitu peraturan yang meniad landasan pembuatan laporan Kelurahan,
sera Visi dan Misi Pemerintah Provinsi D! Jakarla yang dapat dijabarkan
menjadi Visi dan Misi Kelurahs

b. Gambaran Umum

Yailu menggambarkan secars ringkas geograli, demografl dan kondisi
sosial.

c. Data Potens) Kelurahan

1.

Seksi Pemeriniahan dan Kola-taramear eiertiban

Menyajikan data yang mernindi tugas po¥ok Seksi Pemerintahan dan
Ketenteraman Ketertiban,

Seksi Perekonomian
Menyajikan data yang menj=di lugas pokok Seksi Perekonomian.
Seksi Prasarana dan Sarana

Menyajikan data yang menjadi tugas pokok Seksi Prasarana dan
Sarana.

Seksi Kesajahleraan Masyarakat

Menyajkan data yang monadi tucos pokok Seksi Kesejahteraan
Masyarakat

Seksi Kebersihan dan Linghungan Hidun

Menyajikan data yang mensdi wgas oonck Seksi Kebersthan dan
Lingkungan Hidup.

Seksi Pelayanan Umum

Menyajikan data yang menjadi tugas pokok Seksi Pelayanan Umum.

BABIl RENCANA KEGIATAN DAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN,
menguraikan:

a. Rencana Kegiatan

p

Merupakan rencana kegialon Kelurahan selama 1 (satu) tahun yang
telah disusun/dibuat berdasarkan : 1) Rangana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi DiKI Jakaria, 2} Indikator Kinerja Unit
Kelurzhan; dan 3) Hasil Musvawarah Porencanaan Pembangunan.



2.

Rencana Kegiatan Kelurahan dimaksud, merinet kegiatan yang dibiayai
dan Dokumen Penocuna Anggaran lelurshan dan kegistan vang
dibleyai dari Sumber Lain vang dibuivhian dan diusulkan masyarakat
dalam Musyawarah Perencanaan Fembangunan. Disajikan  dalam
bentuk tabel yang terdiri dari atas koiorn-kelom, sebagai berikul ¢

>
)
g
=

: Nomor Urut

. Nama Kegiatan

. Lokasi

: Volume

. Biaya APBD

: Biaya Non APBD

: Jumlah Biaya

. Penanggung jawzb
. Keterangan

0o~ O bW R

b. Hasil Pelaksanaan

1

. Seksi Pemerintahan Ketentoraman dan etertiban

Menguraikan kegiatan yang dilaksanskan sesuai kurun waktu yang
dilaporkan, baik kegistan vang dibiayat dari Dokumen Pengguna
Anggaran Kelurahan dan yang dibiaya! dar sumber lain serta kegiatan
lain sesuai tugas pokok Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan
Ketertiban,

Seksi Perekonomian

Menguraikan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu yang
dilaporkan, baik kegialan yang dibiavai dan Dokumen Pengguna
Anggaran Kelurahan dan yang dibiayal darl sumber lain sera kegiatan
lain sesuai tugas pokok Seksi Perekonomian.

Seksi Prasarana dan Sarana

Menguraikan kegialan yano dilaksanahon selama kurun waktu yang
dilaporkan, baik kegiatan vang dibiavai dari Dokumen Pengguna
Anggaran Kelurahan dan yang dibiayal dari sumber lain serta kegiatan
lain sesuai tugas pokeok Seksi Prasarana dan Sarana

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Menguraikan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu yang
dilaporkan, baik kegiatan vang ciblayai dari Dokumen Pengguna
Anggaran Kelurahan dan yang dibiayal dari sumber lain serta kegiatan
lain sesuai tugas pokok Seks: Kesejahterazn Masyarakat,

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Menguraikan kegiatan yan: dilaksanzkan selama kurun waktu yang
dilaporkan, baik kegiatan yang dibiayai dari Dokumen Pengguna
Anggaran Kelurahan dan yzng dibiayai dari sumber lain serta kegiatan
lain sesuai tugas pokeok Seks Kebersihan dan Linokungan Hidup.



6. Seksi Pelayanan Umum
Menguraikan kegiatan yan: dilaksanakan selama kurun wakiu yang
dilaporkan, bak keciatan vang dibiayai dari Dokumen Pengguna
Anggaran Kelurshan <an vano dibiaye’ d2ii sumbes lzin cerls kegiatan
lain sesuai tugas pokoY Seli=i Pelayansn Umum
BAB Il MASALAH DAN PEMECAHAN
a. Masalzh

Mengurakan hambaian yang dihadapi csiam pelaksanaan  kegiatan
sebagaimana BAE Il

b. Pemecahan

Menguraikan upava yang !=h disksanakan dalam menyelesakan
hambatan.

BAB IV PENUTUP
a. Kesimpulan
Menguraikan rangkuman secz'n singkat maten yarg ielah divraikan dari
BAB | sampazi dengan BAS Ill, terutama yang berkatan dengan hambatan
yang dihadapi dan upaya vang ielah dilaks-nakan

b, Saran

Menguraikan usul atas hambatan yang teiah divpayakan pemecahannva
akan tetapi belum dapat diselesakan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
:BUK/?TA JAKARTA,

yil
/T



